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Abstract
The Regulation of the death penalty in corruptiammal in Indonesia had been

pros and cons. For those who are pros, it's crinhinme the death penalty in
apply considering height the grade who corruptiorindonesia and corruption
also is extraordinary crimes and for cons, regard the death penalty to
corruptor was eccessive because the death penatthates human rights.
Regardless of the pros and cons, of some crimintdide special in the criminal
code that regulated about the death penalty, orilyinal acts of corruption that
have never applied the death penaity.
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A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukusagsémana
termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang DasamrB945 yang berarti
bahwa seluruh warga negara harus tunduk terhadeyprhdemi terciptanya
ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Untukjangn agar hukum itu
dapat dipatuhi maka hukum tersebut dilengkapi denggnksi. Sanksi ini
dipandang penting untuk memberikan jaminan agawmuimuklapat dipatuhi
untuk mencegah penyimpangan yang dilakukan olegavarasyarakat.

Maka, sipelanggar harus dikenakan sanksi atauudijahncaman
sebagaimana diatur didalam sistem Kitab Undang-bgpddukum Pidana
Indonesia: Sanksi pidana yang menjadi perdebatan sampai Baaalah
tentang hukuman mati atau pidana mati. Secara iguitdmal pidana mati
masih tercantum didalam Pasal 10 KUHP di Indongsiag merupakan
pidana pokok pada urutan pertafrRengaturan pidana mati juga diatur diluar
KUHP dalam tindak pidana narkotika, tindak pidanhversi, tindak pidana
teroris dan juga korupsi yang termuat dalam Passla® (2) Undang-Undang

! Ramli Zein,Pengantar llmu HukupUIR Press, Pekanbaru : 2002, him.100.
2 Davit Rahmadan, " Pidana Mati di Tinjau dari SuBlandang Hak Asasi Manusia”,
Jurnal llmu HukumFakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.lugiys 2010, him. 98.



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tinddkn®i Korupsi,
sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengamngztyndang Nomor 20
Tahun 200F. Dengan kata lain Tindak Pidana Korupsi dalam haljtiga
mengatur secara jelas tentang melegalkan hukumtn ma

Korupsi itu sendiri sudah terjadi sejak zaman datddn merupakan
suatu peristiwa universal yang dapat terjadi diursgl dunia termasuk
Indonesia. Di dalam terminologi korupsi berasali daahasa latin yaitu
corruption ataucorruptus berasal dari kateorrumpereadalah suatu kata dari
bahasa latin yang lebih tua. Selanjutnya istilalrugsi muncul dalam
beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa Ingguiscgaruption dancorrupt,
bahasa Perancis dengan keataruption, dan bahasa Belanda menggunakan
corruptieyang selanjutnya menjadi “korupsi” dalam bahasamedia’

Dalamblack’s law dictionary pengertian korupsi ialah suatu perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan bBpheteuntungan yang
bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. &arbseorang pejabat atau
seorang pemegang kepercayaan yang secara bertmtdeggan hukum,
secara keliru menggunakan kekuasannya untuk metkdap&euntungan
untuk dirinya sendiri untuk orang lain, bertentamgiengan tugas dan hak
orang lain’

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hant@gnpa obat,
menyelusup disegala segi kehidupan dan tampak a@epagcitraan budaya
buruk bangsa Indonesia. Korupsi telah menimbulkamigkinan dan
kesenjangan sosial yang besar, secara keselurohapsktelah memperlemah
ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat bangsadsidd

Berdasarkarransparency International (TIneluncurkanCorruption
Perception Index(CP) secara global. Tahun 2012PI mengukur tingkat
korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeksaftasampai dengan 10,
dimana O berarti negara tersebut dipersepsikanasdmgup, sementara 10
berarti negara yang bersangkutan dipersepsikanasdegsih. Pada tahun
2011, Skor Indonesia dalam CPI adalah 3,2. Indaregnempati posisi 118
dari 176 negara yang diukUrDari report CPI tersebut dapat disimpulkan
bahwa Indonesia termasuk negara yang diperseps#agat korup, sehingga
perlu hukuman yang tegas yaitu dengan pidana matkuiterapkan.

Sebenarnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak aPidarupsi
memang memberi kewenangan penuh kepada Jaksa dam Hentuk
menuntut dan memvonis koruptor dengan hukuman yaatj termuat dalam
pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentammgbPBrantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadablg-Undang Nomor
20 Tahun 2001 yang terdiri dari 2 ayat. Pasal 2 @yayang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakuleabuptan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaagad merugikan

® Ibid. him.5.
* Juni Sjafrien Jahj&ay No To KorupsVisi Media, Jakarta: 2012, him.8.
5 .
Ibid.
®Pujiyono,Kumpulan Tulisan Hukum Pidanilandar Maju, Bandung :2007, him.124.
"http// www.ti.or.idcorruption-perception -index-2011, Diakses TanggaNovember 2012



keuangan negara atau perekonomian negara, dipidangan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara palingkain4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan dendangabedikit
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan galibanyak
Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)”

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Dalahtimdak pidana
korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dieku#talam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun9 196
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemizs@mt Tindak
Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keadaannteitelalam ketentuan
diatas adalah keadaan yang dapat dijadikan alasanbgratan pidana bagi
pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tingd¢tana tesebut dilakukan
terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penEmggun keadaan
bahaya, bencana alam nasional, penanggulangart &kitbguhan sosial yang
meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan morsdearpengulangan tindak
pidana korupsi. Namun, dalam sejarah pemberantasan korupsi dnésia,
Cuma sekali saja tuntutan mati diajukan jaksauytsthadap Dicky Iskandar
Dinata, pembobol Bank BNI pada 2006. Jaksa menykadaliri pada Pasal
2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 TenR@mberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadablg-Undang Nomor
20 Tahun 2001. Namun, Pengadilan Negeri Jakartate®el memutus
hukuman 20 Tahun penjataBerdasarkan latar belakang diatas maka menarik
untuk diteliti dan dituangkan dalam skripsi ini dan judul: :“Pengaturan
Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkadndang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tah@601 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam tindak pid&orupsi
berdasarkarundang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tind&n®iKorupsi ?

2. Apa yang menjadi permasalahan sehingga pidana bedtim dapat
diterapkan dalam tindak pidana korupsi seperti yamgnuat dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Unddomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidang&i@ru

8penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JdatgrUndang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
® http//www.Lampungpostdiakses tanggal 31Oktober 2012



C. Pembahasan

1. Pengaturan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana KorupsiBerdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undangomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Konsi

Pengaturan pidana mati di Indonesia masih diakmipsa sekarang

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menketentuan
pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman gapagt dijatuhkan
pada seseorang yang telah melakukan tindak pidanana hukuman yang
akan dijatuhkan dapat beruffa:

1. Pidana pokok
a) Pidana mati
b) Pidana penjara
¢) Kurungan
d) Denda

2. Pidana tambahan
a) Pencabutan hak-hak tertentu
b) Perampasan barang-barang tertentu
¢) Pengumuman putusan hakim

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 4196
menentukan pidana mati dijalankan dengan jalanmtiié mati walaupun
pasal 11 KUHP masih menyebut dengan cara gantuag Eelaksanaan
pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 2 ( PNPSY Ifi&tur dalam
pasal 2 sampai dengan pasali 6 yaitu:

a) Dalam jangka waktu 3x24 jam sebelum saat pidana ailaksanakan,
Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan harus meaifngdn kepada
terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana te@gebut, apabila
terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesoetkia keterangan
atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi/oé{sa tersebut;

b) Apabila terpidana merupakan seorang wanita yangnggtlamil, maka
pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hinggak ayang
dikandungnya itu telah lahir;

c) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh ariekéhakiman,
yakni didaerah hukum pengadilan negeri yang memptdana mati
yang bersangkutan;

d) Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan begtangjawab
mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebutalseteendengar
nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yangh tataelakukan
penuntutan pidana mati pada pengadilan tingkaapext

e) Pelaksanaan pidan mati itu dilakukan oleh suatu pEnembak polisi
dibawah pimpinan dari seorang perwira polisi;

f) Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (parwang ditunjuk)
harus menghadiri pelaksanaan dari pidana matingé&da pembela atas
permintaannya/permintaan dari terpidana dapat naghighya;

g) Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan didepnum;

¥ Ramli Zein Loc.cit



h) Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepadaargelsahabat-
sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaanpetaguburan
secara demonstratif, kecuali demi kepentingan unjaksa tinggi/jaksa
dapat menentukan lain;

1) Setelah pelaksanaan pidana mati selesai dilaksanakaka jaksa
tinggi/jaksa yang bersangkutan harus membuat bagéa mengenai
pelaksanaan dari pidana mati tersebut, dimanaeisiabacara tersebut
kemudian harus dicantumkan didalam surat keputdsanpengadilan
yang bersangkutan.

Di Indonesia semakin banyak delik yang diancanamédmati. Delik
yang diancam dengan pidana mati didalam KUHP suaafjadi sembilan
buah, yaitu pasal 104 KUHP makar membunuh kepajanae Pasal 111
ayat (2) mengajak negara asing guna menyerang ésdagrPasal 124 ayat
(3) memberi pertolongan kepada musuh waktu Indandalam perang,
Pasal 124 bis KUHP dalam waktu perang menganjurkaru-hara,
pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pettaigm perusahaan
pertahanan negara, Pasal 140 ayat (1) membunulakepgara sahabat,
Pasal 340 ayat (4) pembunuhan dengan direncanBieesa) 365 ayat (4)
pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atan beykawan, pada
waktu malam atau dengan jalan membongkar dan selyagayang
menjadikan ada orang terluka berat atau mati, pelBBKUHP pembajakan
dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga adang mati, dan Pasal 479
k ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP.

Pengaturan pidana mati diatur dalam beberapa unatzsteng khusus
yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang NoB®rTahun 2009
Tentang narkotika (Pasal 113 ayat (2), Pasal 184 @y, Pasal 116 ayat
(2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), R&dahyat (2), dan Pasal 133
ayat (1)), Undang-Undang Nomor 12/drt/1951 TentSegjata Api yaitu
terdapat dalam pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 M&002 Tentang
Perlindungan Anak, terdapat dalam pasal 89, Undamgng Nomor 26
Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusisa([%6 jo Pasal 8
huruf a,b,c,d, atau e dan pasal 37 jo pasal 9 ,a)b,dndang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturaariésh Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pembeamtdindak
Pidana Terorismgasal 6, pasal 9, pasal 10, dan pasal 14, pasdPitiana
mati juga berlaku bagi perbuatan jahat, percobat@u gembantuan
terhadap delik tersebut (pasal 5, pasal 9, pasdahQpasal 14) dan pasal
16 pembantuan kemudahan, sarana atau keterangadinga tindak
pidana terorisme di luar wilayah Indonesia, dan ahgdUndang Nomor 31
Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001l1tamgn
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu terdalsdam Pasal 2
ayat (2).

YA.Z Abidin Farid dan A.HamzahBentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum
Penitensier Raja Grafindo, Jakarta: 2006. him. 283.



Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang NomoiT&iun
1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 TentamgbBrantasan
Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini menpetdebatan dalam
pelaksanaannya. Korupsi merupakan kejahatan yatehsmembudaya di
Indonesia. Tindak pidana korupsi yang terjadi selam tentu tidak hanya
merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan yarasat,
dikarenakan uang rakyatlah yang di korupsi olehgdasruptor. Korupsi
adalah penyelewengan atau penggelapan uang netgaraperusahaan
seballgai tempat seseorang bekerja untuk keuntungbadpatau orang
lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undamipbyg
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindd&n®iKorupsi
pasal 2 dan pasal 3 mendefinisikan korupsi anganaskebagai berikut
1) Setiap orang yang secara sengaja melawan hukunkukala perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau skatporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri Beqidiu orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kesugakg dapat
merugikan keuangan negara”

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undhorgor
20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidan#p$l mengatur
tentang pengelompokkan jenis tindak pidana yantudidalam 13 pasal
yang mencakup 30 jenis tindak pidana korupsi, dand@ jenis tersebut
dapat dikelompokkan atas 7 yaituKerugian Keuangagarh (pasal 2 dan
pasal 3), Suap Menyuap (Pasal 5 ayat 1a,1b, Pasaty2), Pasal 6 ayat
la,1b, Pasal 6 ayat 2, pasal 12 a,12b,12c,12¢asad 13), Penggelapan
Dalam Jabatan (pasal 8, pasal 9, pasal, pasal (lQ&aQL), Pemerasan
(pasal 12e,12q9,12f), Perbuatan Curang (Pasal 7 layab,1c,1d, Pasal 7
ayat 2, pasal 12 h), Benturan Kepentingan Dalang&#aan (pasal 12i),
danGratifikasi (pasal 12B. Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar
biasa éxtra ordinary crime)sekaligus merupakan kejahatan yang sulit
dicari penjahatnyac(ime without offend@y karena korupsi berada pada
wilayah yang sulit untuk diungkdp.Pengaturan tentang pidana mati dalam
tindak pidana korupsi hanya terdapat dalam pasalaifui Perbuatan
memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korposagsiara melawan hukum
yang dapat diuraikan sebagai berikfit:

a) Subjek Delik
Subjek delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 tidakya terdiri dari
manusia tetapi juga korporasi. Pasal 1 angka 3raee#splisit
mengartikan setiap orang adalah orang perseoraagan termasuk

2 sudarsonokamus HukumRineka Cipta, Jakarta: 2007, him.231.

*Rohim,Modus Operandi Tindak Pidana KorupBiena Multi Media, Jakarta:2008. him.3
4 Mahrus Ali,Hukum Pidana Korupsi di Indonesitlll Press, Yogyakarta: 2011, him.87
®Mien Rukmini,Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolo@T.Alumni Bandung:2009, him.111
®Mahrus Ali,Op,cit, him.87.



korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan korpadasah kumpulan
orang atau kekayaan yang terorganisasi baik meampblkdan hukum
maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1). Walaupltna setiap
orang dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi orang pessepatau korporasi,
tapi makna orang perseorang tersebut tidak melgagawai negeri atau
penyelenggara negata.

b) Makna Memperkaya Diri Sendiri/ Orang Lain/Suatu parasi
Maksud memperkaya diri sendiri dapat di tafsirkarats perbuatan,
yakni pelaku bertambah kekayaannya atau menjadh lledya karena
perbuatan  tersebif. Menurut  penjelasan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) 197dg yimaksud
dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 angka (1) St ialah
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sbatlan dalam ayat ini
dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yangbererkewajiban
kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentsungber
kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yamdf seéimbang
dengan penghasilannya atau penambahan kekayaagbukergdapat
digunakan untuk memperkuat keterangan saksi laihwaatelah
melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayatUddlang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1898gmentara itu
maksud “memperkaya orang lain” adalah akibat darbpatan melawan
hukum pelaku, ada orang lain yang menikmati bertmipa harta
bendany&’

c) Melawan Hukum Sebag8&iestanddeel Delict
Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kataawesh hukum
diartikan sebagai melawan hukum formil dan melalwvakum materil.
Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuat&atakan bersifat
melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidamadirumuskan
sebagai suatu delik dalam undang-und@ng.

d) Kerugian Negara
Yang dimaksud keuangan negara secara jelas daphat ddalam
penjelasan umum undang-undang pemberantasan fodiaka korupsi,
yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apamanyg dipisahkan
atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segatfiabakekayaan
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbehkaberada dalam
penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabdratpeggara, baik
ditingkat pusat maupun daerah, dan berada dalangupsaan,

YMahkamah Agung RIBuku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Bukadisi
Revisi, 2006. him.209.

'8 jlik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teis;t Praktik dan
Masalahnya Alumni, Bandung: 2007, him. 81

*Andi HamzahPemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasiatai Internasional
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, him.1754-

®Darwin Prinst,Pemberantasan Tindak Pidana KorupBiT.Citra Aditya Bakti, Bandung:
2002, him.31

Zsudarto,Hukum Pidana Jilid | A-B, Fakultas Hukum UniversitBiponegorp Semarang:
1975, him.62 dalam buku Mahrus Ap,cithim. 92.



pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha N&lijara/Badan
Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan phaa yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan yangernsan modal
pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengaturan pasal 2 ayat (1) tersebut mengaturr-unsur yang
dapat dipenuhi untuk penjatuhan pidana mati temalaim undang-undang
korupsi sehingga pidana mati dapat saja dijatuhkka memenuhi
syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang mendindgk pidana korupsi
dilakukan. Pengaturan pidana mati dalam undangngm#arupsi terdapat
dalam pasal 2 yang terdiri dari 2 ayat yaitu Paahyat (1) yang
berbunyi:*®

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukdouptan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaagatl merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipdrgan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara palingkaind (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan al@ading sedikit

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan gabanyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Dalantiridak pidana
korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimkukalam keadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemlaeyamtTindak
Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keadaan nteftedalam
ketentuan diatas adalah keadaan yang dapat dijadilesan pemberatan
pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitubdpatindak pidana
tesebut dilakukan terhadap dana yang diperuntuklagin penanggulangan
keadaan bahaya, bencana alam, nasional, penanggulakibat kerusuhan
sosial yang meluas penanggulangan krisis ekonomi rdaneter, dan
pengulangan tindak pidana koruggéi.

Dengan demikian, lima syarat tersebut diatas memedentu dapat
tidaknya penjatuhan pidana mati bagi pelaku/terdakimdak pidana
korupsi. Kelima syarat tersebut sifatnya alterpablukan komulatif,
sehingga penjatuhan pidana mati cukup dengan dwyreyau salah satu
syarat saja> Maka dari itu, menurut penulis pidana mati bagdake tindak
pidana korupsi sah-sah saja karena tidak melarkggestitusi.

#penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199®@rdang-Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemyhberantasan TiRakna Korupsi.

#Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Untismmgor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jangpdndang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

®Mahrus Ali,Op,cit. him.99.



2. Permasalahan Sehingga Pidana Mati Belum Dapat Ditapkan Dalam
Tindak Pidana Korupsi Seperti Yang Termuat DalamUndang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Talmu2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan prakthdalam
tindak pidana korupsi sampai saat ini belum daptgrapkan yang
kemudian dapat penulis uraikan dari penjelasangseberikut:

1. Ideologi Negara Republik Indonesia adalah Pancasila

Sebagai negara yang berlandaskan pancasila tidglkat da

dipungkiri seluruh aktivitas kenegaraan akan tenoerdari ideologi
tersebut yang sangat kental dengan kepatutan dayatsanenjunjung
tinggi nilai kemanusiaan. Jika memahami penjatybidana mati yang
diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korspperti yang termuat
dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tat@80 Jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemlas@m(Tindak
Pidana Korupsi, menurut penulis tidaklah mudah rkargka melihat
sudut pandang keberadaan ideologi pancasila, paaj@atpidana mati
dapat berlawanan dengan dasar Negara IndonesidUdaang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD5J9Roeslan
Saleh (guru besar hukum pidana) berpendapat batiakadetuju adanya
pidana mati di Indonesia karem@rtama,jika ada kekeliruan putusan
hakim tidak dapat diperbaiki lagiKedua, mendasarkan landasan
Falsafah Negara Pancasila, maka pidana mati iandgng bertentangan
dengan perikemanusiaghDan setidaknya dasar tersebut tidak hanya
mempengaruhi pemahaman masyarakat tetapi juggppaegak hukum
khususnya hakim yang diberi kewenangan dalam meskaru suatu
perkara sehingga sulit untuk penerapan pidana Ioaaji pelaku tindak
pidana korupsi. Sedangkan, Achmad Ali, menyataka&nemmpan
hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indanéstapi harus
diterapkan secarapesifikdan selektif Spesifik artinya hukuman mati
diterapkan untuk kejahatan-kejahatan seriubei(fou3 mencakupi
korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HA&Mgy berat dan
pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan deptgktifsadalah
bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harusgylaenar-benar
yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan dgaditan (‘beyond
reasonable douBx bahwa memang dialah sebagai pelakutiya.

Terlepas dari perbedaan para ahli melihat pelaksahakuman
mati, pendekatan yang paling sering digunakan hdal@ngan
menggunakan pendekatan sebagguatanted constitusional right
sebagaimana rumusan konstitusi Pasal 28 Ayat | fHutiUD 1945,
maka ‘hak untuk hidup (the right to life)sebagai hak yang tak dapat
dikurangi dalam keadaan apa punor{ derogable right Pernyataan ini

“http//www.kompasianaom.//hukuman-mati-dalam-polemik.htm, Diakses ThimKanggal
30 Maret 2013

“http//www.kompasiana.om.//hukuman-mati-dalam-polemik.htm, Diakses TkimKanggal
30 Maret 2013



kemudian dikuatkan didalam rumusan pasal 4 UU NMoT&hun 1999
dengan tegas menyatakan “Hak untuk hidup, hak utitlak disiksa,
hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, bexegama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribdaih persamaan di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atasmrdhukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidp&tdlikurangi dalam
keadaan apapun dan oleh siapafiun.

Memahami bahwa pengaturan tentang penjaminan set&g
berhak untuk hidup, sehingga banyak kalangan bdgpat
pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidemaipsi sangat
berlebihan dan kurang tepat. Seperti yang dikemarkalkeh ketua muda
pidana Mahkamah Agung, Djoko SarwocKoMenurut penulis sendiri,
bahwa nilai-nilai humanis yang terlalu berlebihéinf@ng menyeret kita
masyarakat Indonesia melakukan penolakan terhadapbgriakuan
pidana mati di Indonesia khususnya terhadap tingidena korupsi.
Masyarakat harus bijaksana dalam memahami penjatpltana mati
bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korgpsiagai suatu
hukuman, mengingat bahwa tindak pidana korupsiegiara ini sudah
sangat meluas (extraordinary crimes) dan pengatymdana mati
tersebut diatur dalam undang-undang korupsi. Suka #dak suka
masyarakat harus bisa memisahkan antara hukumayamdrak asasi
manusia karena tidak menutup kemungkinan penjatytidana mati
bagi pelaku tindak pidana korupsi diterapkan. Maski butuh
keberanian jaksa dan hakim agar penjatuhan pidaa# depat
diberlakukan.

2. Ketentuan Isi Pasal 2 ayat (2)

Ketentuan penjatuhan pidana mati dalam Undang-tind&omor
31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun Z0fftang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat supenahi seperti
apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadamaddana yang
diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahagmcaba alam
nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosialg ymeluas,
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, danutemgan tindak
pidana korupsi?

a) Penanggulangan Keadaan Bahaya
Keadaan bahaya dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (ndAJndang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sanganld®adaan
bahaya seperti yang ditentukan dalam Undang-Unddomgor 23
PRP tahun 1950 Tentang Keadaan Bahayeada dasarnya dalam

Zhttp//www.kompasianaom.//hukuman-mati-dalam-polemik.htm, Diakses ThimKanggal
31 Maret 2013

http//mliputan6.com/read/466713/ma-hukuman-mati-koruptor-berlahifiakses Terakhir
tanggal 31 Maret 2013

®penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang NomadaBlin 1999 Jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak# Korupsi

$Ermansjah DjajaVlemberantas Korupsi bersama KPBinar Grafika, Jakarta: 2008
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Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan keadazmyh
sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 UUD 1945 iyemyatakan
bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-sdan
akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undanggintfa

Dalam hal ini pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor RB Fahun
1950 menyatakan:

“Ayat 1. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Pegran

menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah deBapublik

Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatala&eaarurat

sipil atau keadaan darurat militer atau keadaananggr

apabila:

1) Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayahu at
sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancéeh
pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana atrmgga
dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh perlengkasatcara
biasa.

2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan
perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dencmnma
apapun juga

3) Hidup negara berada dalam keadaan bahaya ataledal@an-
keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkangefida-
gejala yang dapat membahayakan hidup negara.

Ayat 2: “Penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh
Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perafig.”

Kondisi yang ada pada saat negara dalam keadaasydah
terlihat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Tmmpta
Keadaan Bahaya. Kondisi tersebut adalah kondisigyan
mengarah pada tereduksinya hak-hak asasi manubagae
warga negara yang berada dalam kondisi tersebah Kdrena

itu, undang-undang tersebut lahir untuk memulihkamdisi
dalam keadaan darurat militer, keadaan daruratl, sgan
keadaan perang kembali kepada keadaan normal.KTpidana
korupsi yang dilakukan dalam keadaan ini akan memdpiat
pemulihan kondisi tersebut. Hal tersebut akan sémak
memperparah pemenuhan hak asasi manusia masyaedtat
ini. Berdasarkan hal tersebut maka mencegah admlhlyang
utama yaitu dengan menerapkan ancaman pidana radé p
tindak pidana korupsi memperkaya diri yang dilakukkalam
keadaan bahaya. Dalam hal ini ancaman pidana regietan
untuk mencegah, sebagaimana teori van Ferbauch yang

him.41
¥pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Isi®i€45
#pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1950 figitaadaan Bahaya.

11



menyatakan bahwa ancaman sudah cukup memberikan ras
takut dan efek jer#.
b) Bencana Alam Nasional
Indonesia telah memiliki instrumen tersendiri yamgngatur bencana
alam yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentan
Penanggulangan Bencana. Pada Pasal 1 Angka 2akapaBencana
alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristatau
serangkaian peristiwva yang disebabkan oleh alaaramdin berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kegan, angin
topan, dan tanah longstr.Dalam hal penanggulangan bencana
terdapat definisi tersendiri dalam Pasal 1 Angkgabg menyatakan
bahwa:
“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalatylsaicn
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangyaag
beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegaharmaban
tanggap darurat, dan rehabilita3i”.
Dalam hal ini undang-undang tentang keadaan baltessebut
muncul dengan pertimbangan yang telah dijelaskéamdi&onsideran
huruf b yang menyatakan bahwa:
“Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memikdndisi
geografis, geologis, hidrologis, dan demografis gyan
memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disedaliteh
faktor alam, faktor non alam maupun faktor manugseng
menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusaka
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psijk®lyang
dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan
nasional”
Tujuan penanggulangan bencana alam adalah untukduegi dan
memulihkan kondisi masyarakat untuk kembali kep&gadaan
normal. Kondisi negara dalam keadaan bencana meanpeondisi
dimana sebagian masyarakat menjadi korban, sehipggenuhan
hak asasi manusia setiap individu pada penanggamanpgncana alam
nasional adalah sangat penting. Tujuan penanggaangncana alam
itu sendiri tertuang dalam pasal 4 Undang-Undangntarey
Penanggulangan Bencana Alam, yang menyatakan:
Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang menghamibaseg
penanggulangan bencana seperti halnya tindak pikiamngsi harus
dicegah dan diberantas keberadaannya. Pada dadzahial yang
menghambat penanggulangan bencana akan sangatgougrdrak
asasi manusia (HAM) korban bencana serta akan raemggdt

#Andi Hamzah, 2008Asas-Asas Hukum PidanRineka Cipta, Jakarta, him.24-25
*pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2@0itahg Penanggulangan Bencana
Alam.
*pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2@8itahg Penanggulangan Bencana
Alam.
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pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena noega&han dan
pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi sadgsdrlukan.
Melihat kondisi tersebut maka pidana mati sebagiaks pada alasan
pemberat adalah hal yang tepat.
c) Kerusuhan Sosial yang Meluas serta Keadaan Kriken&mi dan
Moneter
Dalam hal penanggulangan kerusuhan sosial yang asiederta
penanggulangan krisis dan moneter hingga saat @hinb ada
peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikesardhukum
untuk menyatakan keadaan-keadaan tersebut. Yargmaelini
digunakan untuk menyatakan keadaan-keadaan tersghyt dengan
pernyataan pemerintdh.Oleh karena itu maka dalam rumusan ini
bentuk-bentuk penafsiran diserahkan kepada piHadkpiyang
berkewajiban =~ membuktikan  unsur-unsur  tersebut.  kJntu
meningkatkan kepastian hukum lebih baiknya hal etmrs
didefinisikan dalam peraturan perundang-undangaalaRlasarnya
kondisi kerusuhan sosial tidaklah jauh berbeda aengeadaan
bahaya karena pada dasarnya pada Pasal 1 Ayanh@Bng-Undang
Tentang Keadaan Bahaya menyebut kerusuhan sosigl y&luas
sebagai salah satu penyebab negara dinyatakan dead@tiaan
bahaya. Bunyi pasal tersebut yakni:
“Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mekgat
seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik lesiandalam
keadaan bahaya dengan tingkat keadaan daruraatsipikeadaan
darurat militer atau keadaan perang, apabila Keamaatau
ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagatayah
Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberaniak
kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga ditinkasn
tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapaarseiasa”.

Dalam hal ini penerapan sanksi yang tepat padakthusul pada
kerusuhan-kerusuhan sosial maupun penanganan &kisiomi dan
moneter adalah pidana mati sebagai alat untuk mahce
dilakukannya perbuatan korupsi jenis memperkaya dalam
keadaan tersebut.

d) Pengulangan Tindak Pidana Korupsi
Maksud dari pengulangan tindak pidana korupsi &dedika korupsi
yang dilakukan sebelumnya telah diputus oleh peatagaddan
memiliki kekuatan hukum tetap, lalu kemudian melkalwulagi tindak
pidana korupsi. Pengulangan tindak pidana korgmssjmemperkaya
diri merupakan bukti tidak efektifnya sanksi yamjah dijatuhkan
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi.

3" Ermansjah DjajaQp.Cit, him.41-42
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Semakin marak dan banyaknya tindak pidana korupsgy
terjadi di negeri ini, maka akan menghambat pemamihAM secara
luas, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang samgsth pada
masyarakat secara keseluruhan. Ketentuan isi Pasalat (2)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun J@bdtang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sulit untusetarhi karena
keadaan-keadaan serta syarat-syarat yang termudam da
undang-undang tindak pidana korupsi tersebut sasghtt untuk
terwujud, karena secara kenyataan sangat Kkecil rkgkman
terjadinya korupsi pada keadaan tersebut dan p#&samgng
digunakan untuk mengukur keadaan tertentu ters@igsa tidak
dijelaskan dengan baik dalam undang-undang tersagat sulit
untuk terwujud, karena secara kenyataan sangak ketiungkinan
terjadinya korupsi pada keadaan tersebut dan p&samgang
digunakan untuk mengukur keadaan tertentu ters@igsa tidak
dijelaskan dengan baik dalam undang-undang tersebut

3. Ancaman Hukuman Pidana Mati Terhadap Pasal Tertentu

Ancaman pidana mati hanya diperuntukkan bagi pelakdak
pidana korupsi yang melakukan perbuatan memperkala
sendiri/orang lain/suatu korporasi secara melawduimm sebagaimana
tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undaruaty Nomor 31
Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20Glarlimya,
selain pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ZJgyeidana mati tidak
dapat di jatuhkan®® Seharusnya penjatuhan pidana mati tidak hanya
bagi pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 2 aydetapi terhadap
ketentuan pasal-pasal lain seperti pasal 3, paga<al 6, pasal 7, pasal
12 B, dan lain sebagainya. Persyaratan bahwa pigetahanya bisa
dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 2 ayat (1)k ti@amudian
disimpulkan bahwa tindak pidana yang diatur dalaasap tersebut
merupakan tindak pidana yang paling berat dibak@inglengan tindak
pidana yang diatur dalam pasal-pasal lainnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, untuk efektifittan
pencegahan dilakukannya tindak pidana korupsi jer@mperkaya diri
diperlukan adanya suatu sanksi yang efektif. Sam&sebut harus
memberikan ketakutan agar tidak terjadi lagi petdudindak pidana
korupsi. Dalam hal ini, penerapan ancaman pidarnamerupakan hal
yang tepat. Undang-Undang Korupsi sendiri sebagaamgaang telah
dijelaskan dalam pembahasan di atas memperboletd@ang pelaku
tindak pidana korupsi untuk dihukum mati. Akan petadalam
kenyataannya di Indonesia sendiri hukuman mati kagiptor belum
pernah diterapkan. Hal tersebut sangat disayangiengingat dampak
korupsi yang sangat membahayakan bagi kepentirggianal.

% http// Ferli1l982WordpressCom, Diakses Terakhir Tanggal 30 Maret 2013
*Mahrus Ali, Op.cit, him.202
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Beberapa hal yang sebenarnya menurut penulis meapdn
penerapan pidana mati adalah kualitas produk paratu
perundang-undangan yang tidak cukup kuat untuk enanjpelaku
tindak pidana korupsi. Syarat-syarat yang ditetapkatuk menjerat
pelaku tindak pidana korupsi menurut penulis cugulg untuk tercapai
sehingga harus dipertegas serta keberanian permediaikn khususnya
hakim dalam memvonis pidana mati bagi pelaku tinplialana korupsi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dangaUndang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindn&iKorupsi.

D. Penutup
1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalang diteliti dapat

ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1) Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana kordgesdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undlamgor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanapg&ipthahwa
Pengaturan pidana mati dalam tindak pidana kodipsir dalam Pasal
2 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal tindak pidanarulpsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dataadaan
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Selanjataypertegas dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jadpntdndang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindEa®iKorupsi
yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam kedendiatas
adalah apabila tindak pidana tesebut dilakukanateap dana-dana
yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaany&ateencana
alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhaalsgmng meluas,
penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, danutemgan tindak
pidana korupsiMeskipun pidana mati telah diatur dalam tindak pala
korupsi tetapi sampai saat ini belum pernah adaisk&srupsi yang
divonis dengan pidana mati.

2) Permasalahan sehingga pidana mati belum dapataphkten dalam
tindak pidana korupsi seperti yang termuat daldndang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 TakQOi
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kamréama,
Negara Indonesia merupakan negara Pancasila. B&ayakgan ahli
hukum terutama penegak hukum yang kurang setujanpidmati
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsiehka dianggap
berlebihan. Menurut penulis, nilai-nilai humanisngaberlebihanlah
yang menyebabkan pidana mati sulit untuk diterapakeedua,
ketentuan isi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Naddorahun 1999
Jo 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak@Kianipsi sulit
untuk terpenuhi karena keadaan-keadaan serta Syaat yang
termuat dalam undang-undang tindak pidana korugrsebut sangat
sulit untuk terwujud, karena secara kenyataan $ankecil
kemungkinan terjadinya korupsi pada keadaan tetsgdnu parameter
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yang digunakan untuk mengukur keadaan tertentelatguga tidak
dijelaskan dengan baik dalam undang-undang terseKetiga,
pengaturan pidana mati dalam tindak pidana korbpsiya terdapat
dalam satu pasal saja.

2) Saran

1. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undamdang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindddn®&iKorupsi
karena syarat-syarat penjatuhan pidana mati meperutlis hanya jelas
secara “tata bahasa” tetapi tidak memiliki “maknpg&negak hukum
harus berani menuntut atau memvonis pidana maii feelgku tindak
pidana korupsi.

2. Penerapan penjatuhan pidana mati dalam tindak pi#arupsi sudah
saatnya dipertimbangkan sebagai bentuk eksistearsiedisiensi dari
suatu undang-undang, dan diharapkan masyarakatsaregak hukum
saling bekerjasama untuk memberantas tindak pidamapsi demi
terciptanya negara yang bersih dari praktek korupsi
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